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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

    Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa :  

1. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek bahwa sifat delik 

dari pidana merek merupakan delik aduan. Perlindungan secara represif 

yang diberikan oleh Undang-undang Merek tidak dapat diproses tanpa 

adanya pengaduan. Delik aduan menentukan untuk law enforcement  atau 

penegakan hukum, karena tanpa adanya keaktifan dari pemilik merek dan 

pemegang lisensi melakukan pengaduan kepada aparat hukum, maka tidak 

dapat dilakukan pengawasan karena pengaduan pidana merek merupakan 

mutlak.  

Kepabeanan tidak dapat melakukan pengawasan jika tidak ada pengaduan 

dari pemilik merek dan penerima lisensi, karena kepabeanan tidak 

memiliki kewenangan dan merupakan hak perdata. Kepabeanan memiliki 

kewenangan tanpa adanya pengaduan jika ada menyangkut kejahatan dan 

terorisme. Barang yang masuk melalui kepabeanan pada prinsipnya tidak 

memberitahukan secara benar barang yang masuk kepada pejabat bead an 

cukai. 

Masyarakat tidak mengetahui tentang pentingnya merek dan akibat dari 

penggunaan merek, perbandingan harga antara merek original dengan 

tidak original sangat jauh berbeda karena menyangkut kualitas barang. 
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2. Tindakan pencegahan yang dilakukan untuk mencegah beredarnya merek 

terkenal yang tidak original. Direktorat HKI memberikan perlindungan 

secara preventif agar tidak terjadi perbuatan pelanggaran terhadap merek 

yang dilakukan oleh pihak lain yang memproduksi secara tidak sah, 

dengan melalui proses administrasi yang meliputi pendaftaran merek, 

pengalihan  pendaftaran merek dan penghapusan dan pembatalan merek 

dilakukan dalam belum ketat. 

Tindakan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai jika ada 

penyeludupan dilakukan penegahan atau penangguhan pengeluaran atas 

barang yang diduga penyeludupan atas permintaan pemilik merek dan 

pemegang lisensi.  

Kementerian perdagangan dalam melakukan pengawasan perdagangan 

bebas tidak terlalu ketat menyeleksi dalam mengeluarkan ijin usaha yang 

bertujuan untuk persaingan usaha sehat.   

Pembinaan usaha dalam negeri yang dilakukan oleh pemerintah kepada 

masyarakat khususnya kepada pengusaha tidak terlalu diperhatikan 

khususnya dalam permohonan SIUP lebih diperketat. 

B.  Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas diungkapkan saran mengenai : 

1. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek bahwa sifat delik 

dari pidana merek merupakan delik aduan. Pemilik merek dan penerima 

lisensi disarankan harus lebih aktif dalam melakukan pengawasan karena 

hukum memberikan hak kepada pemilik merek secara represif, maka tanpa 
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adanya pengaduan aparat hukum tidak dapat melakukan penuntutan, oleh 

sebab itu pengaduan sangat menentukan.  

Kepabeanan juga tidak dapat melakukan pengawasan masuknya barang 

dari luar negeri tanpa keaktifan dari pemilik merek dan   penerima lisensi. 

Delik aduan ini merek ini diharapkan agar pemilik merek dan penerima 

lisensi kepada aparat hukum lebih berkerjasama agar pemilik merek dan 

penerima lisensi mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas hak 

kekayaan intelektual yang telah didaftarkan untuk dilindungi. 

Sosialisasi kepada masyarakat tentang kesadaran menghargai hak 

kekayaan intelektual khususnya merek dan akibat hukum yang 

ditimbulkan bagi masyarakat, pemilik merek dan penerima lisensi, 

pemerintah karena memakai merek tidak original. 

2. Tindakan pencegahan yang dilakukan untuk mencegah beredarnya merek 

terkenal yang tidak original. Perlindungan secara preventif yang dilakukan  

Direktorat Jenderal HKI meliputi pendaftaran merek, pengalihan  

pendaftaran merek dan penghapusan dan pembatalan merek dilakukan 

secara ketat dan selektif untuk memberikan jaminan bagi pemilik merek 

yaitu jaminan keadilan dan kepastian hukum. 

 Kepabeanan haruslah aktif dalam melakukan pengawasan meskipun tanpa 

adanya pengaduan dari pemilik merek dan pemegang lisensi hal ini 

dikarenakan banyaknya barang – barang penyeludupan yang masuk 

kedalam negeri. Pemerintah lebih memperbanyak personil agar 

memperketat pengawasan masuknya barang dari luar negeri. 

 

 



52 

 

Kementerian perdagangan lebih memperhatikan barang – barang yang 

beredar dari luar negeri karena kebanyakan barang berasal dari luar negeri 

melanggar undang – undang khususnya merek dan ini dikarenakan 

perdagangan bebas dan diharapkan kementerian lebih selektif.  

Pembinaan usaha dalam negeri dalam mendukung industri dalam negeri 

belum ketat hal ini terbukti banyak pengusaha dalam negeri yang 

mengeluarkan barang kwalitas lokal tapi merek terkenal yang tidak 

original. pemerintah diharapkan dalam mengeluarkan SIUP kepada 

pengusaha lebih ketat lagi dan pemerintah mengarahkan untuk membuat 

merek sendiri. 
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